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PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA 

NOMOR 26 TAHUN 2013 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA  
NOMOR 94 TAHUN 2012 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA TASIKMALAYA, 
 

Menimbang 
 

: a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya 
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 
41/PMK.07/2013 tentang Pedoman Umum dan Alokasi 
Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah 
Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 
Anggaran 2013 dan Peraturan Menteri Keuangan 
Republik Indonesia Nomor : 42/PMK.07/2013 tentang 
Pedoman Umum dan Alokasi Dana Tambahan 
Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada 
Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 
2013, sehingga mengakibatkan terjadinya penambahan 
anggaran pada Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, 
maka untuk mewujudkan tertib administrasi dalam 
pengelolaan Keuangan Daerah dan kelancaran 
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(APBD) Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2013, maka 
perlu mengubah Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor
94 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota 
Tasikmalaya Nomor 94 Tahun 2012 tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2013; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang 

Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 
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3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang  
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru 
dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4586); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2013 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 228, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5361); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4575); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang 
Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus 
Guru dan Dosen serta Tunjangan Kehormatan Profesor 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5016); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694); 

17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 
41/PMK.07/2013 tentang Pedoman Umum dan Alokasi 
Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah 
kepada Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 
Anggaran 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2013 Nomor 339); 

18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 
42/PMK.07/2013 tentang Pedoman Umum dan Alokasi 
Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil 
Daerah kepada Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota 
Tahun Anggaran 2013 (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2013 Nomor 340); 

19. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 
2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 70); 

20. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 
2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi 
Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran 
Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83); 

21. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 
2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 
92) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran 
Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 119); 

22. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 
2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2013 (Lembaran 
Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 138); 
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23. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 94 Tahun 2012 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2013 Berita 
Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 582); 

 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan                     : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA NOMOR 94 TAHUN 
2012 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013. 

 
 

Pasal I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 94 Tahun 
2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2013 (Berita Daerah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 
582) diubah sebagai berikut: 
 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tasikmalaya Tahun 
Anggaran 2013 terdiri dari: 
 
a. Pendapatan: 

1) Pendapatan Asli Daerah    Rp.    139.803.408.500,00 

2) Dana Perimbangan     Rp.    738.663.464.107,00 

3) Lain-lain pendapatan yang sah   Rp.    358.928.176.728,00 

Jumlah Pendapatan    Rp. 1.237.395.049.335,00 
 

b. Belanja: 

1) Belanja Tidak Langsung 

a) Belanja Pegawai     Rp.    715.196.162.629,00 

b) Belanja Bunga     Rp.                             0,00 

c) Belanja Subsidi     Rp.                             0,00 

d) Belanja Hibah     Rp.      32.944.950.000,00 

e) Belanja Bantuan Sosial   Rp.      10.160.807.000,00 

f) Belanja Bagi Hasil    Rp.                             0,00 

g) Belanja Bantuan Keuangan   Rp.           855.000.000,00 

h) Belanja Tidak Terduga   Rp.      11.085.581.021,00 

Jumlah Belanja Tidak Langsung  Rp.    770.242.500.650,00 

2) Belanja Langsung 

a) Belanja Pegawai     Rp.      73.742.490.900,00 

b) Belanja Barang dan Jasa   Rp.  218.552.643.724,00 

c) Belanja Modal     Rp.    205.485.811.676,00 

Jumlah Belanja Langsung   Rp.  497.780.946.300,00
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Jumlah Belanja    Rp. 1.268.023.446.950,00 
 

Surplus/(Defisit)    Rp.    (30.628.397.615,00) 
 

c. Pembiayaan Daerah 

1) Penerimaan Pembiayaan   Rp.    32.128.397.615,00 

2) Pengeluaran Pembiayaan    Rp.      1.500.000.000,00 

Jumlah Pembiayaan Netto   Rp.    30.628.397.615,00
       

Sisa Lebih Pembiayaan    Rp.                             0,00 
Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA)   

 
 

2. Di antara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 1A 
sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 1A 

Perubahan atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(APBD) Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2013 sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1, meliputi pengalokasian pada Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (APBD) yang terdapat pada Satuan Kerja dengan rincian 
sebagai berikut: 

a. Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya; dan 

b. Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya; 
 
 

3. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 3A 
sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 3A 

Perubahan atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(APBD) Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2013 sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 
 
 

4. Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 4A 
sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 4A 

Perubahan atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(APBD) Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2013 sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1A, dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan 
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
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Pasal II 
 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya. 
 
 
 
 
 

Ditetapkan di Tasikmalaya 
pada tanggal 27 Maret 2013 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Diundangkan di Tasikmalaya 
pada tanggal 27 Maret 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2013 NOMOR 614 

WALIKOTA TASIKMALAYA, 
 

Ttd. 
 
 

H. BUDI BUDIMAN 

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA 

ASISTEN ADMINISTRASI UMUM, 
 

Ttd. 
 
 

H. DINDIN SAEPUDIN AHMAD 
 


